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ABSTRAK 

 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU 

PENJUALAN MINUMAN KERAS YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA 

 

ALAN TARISKA PUTRA 

 

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan 

minuman keras tanpa izin dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Fenomena 

penjualan minuman keras ilegal semakin marak di tengah masyarakat, yang tidak 

hanya melanggar hukum tetapi juga menimbulkan dampak sosial seperti 

meningkatnya angka kriminalitas, gangguan ketertiban umum, serta risiko 

terhadap kesehatan masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis dasar-dasar hukum yang mengatur peredaran minuman keras serta 

bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha 

yang melanggar ketentuan perizinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis 

normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang mengacu pada ketentuan 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Presiden Nomor 

74 Tahun 2013, dan berbagai peraturan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa 

perbuatan menjual minuman keras tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang 

memenuhi unsur tindak pidana, seperti kesalahan, perbuatan melawan hukum, dan 

adanya hubungan kausal. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara, 

denda, maupun sanksi administratif lainnya. Penegakan hukum yang efektif dan 

konsisten sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta 

menciptakan rasa aman di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam penguatan regulasi dan strategi hukum dalam 

menangani peredaran minuman keras ilegal. 

 

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, minuman keras, hukum pidana.
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ABSTRACT 

 

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS WHO SELL ALCOHOLIC 

LIQUORS WHO DO NOT HAVE A PERMIT FROM A 

CRIMINAL LAW PERSPECTIVE 

 

ALAN TARISKA PUTRA 

 

This study examines the criminal liability of individuals involved in the sale of alcoholic 

beverages without a permit from the perspective of Indonesian criminal law. The illegal 

sale of alcoholic beverages is becoming increasingly widespread in society, which not 

only violates legal provisions but also causes various social impacts such as increased 

crime rates, public order disturbances, and health risks. The main objective of this 

research is to analyze the legal framework regulating the distribution of alcoholic 

beverages and the forms of criminal liability that can be imposed on business actors who 

violate licensing regulations. This study uses a normative juridical method with a 

literature review approach, referring to the provisions of the Indonesian Criminal Code 

(KUHP), Presidential Regulation No. 74 of 2013, and various regional regulations. The 

results indicate that the act of selling alcohol without a license constitutes a criminal 

offense, fulfilling essential elements such as unlawful conduct, fault (mens rea), and a 

causal relationship. Offenders may be subject to imprisonment, fines, or other 

administrative sanctions. Effective and consistent law enforcement is essential to deter 

offenders and maintain public safety. This research is expected to contribute to 

strengthening legal regulations and developing strategic legal approaches to address the 

circulation of unlicensed alcoholic beverages. 

 

Keywords: Criminal liability, alcoholic beverages, criminal law. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

            Siìstem hukum pi ìdana di ì Iìndonesiìa memberiìkan dasar hukum untuk  

menghukum pelaku yang melanggar aturan terkai ìt penjualan miìnuman keras. 

Namun, keefekti ìfan hukum piìdana dalam memberiìkan efek jera kepada 

pelanggar masiìh diìperdebatkan. Banyak pelaku yang, meski ìpun diìtangkap 

dan di ìadiìliì, kembali ì melakukan pelanggaran serupa karena sanksiì yang 

diìjatuhkan diìanggap ti ìdak cukup berat atau tiìdak efekti ìf dalam mencegah 

pelanggaran berulang.  

 “Penegakan hukum yang efektiìf dalam konteks piìdana 

memerlukan koordi ìnasiì yang bai ìk antara aparat penegak 

hukum dan masyarakat agar peraturan yang di ìbuat tiìdak hanya 

menjadiì formaliìtas.” Hal iìniì menunjukkan bahwa selai ìn 

penegakan hukum yang tegas, di ìbutuhkan pula strategi ì yang 

meliìbatkan masyarakat dalam pengawasan.
1
 

       Miìniìmnya regulasi ì dan kontrol terhadap diìstriìbusi ì miìnuman 

beralkohol di ì liìngkungan sosiìal menuntut adanya si ìstem pengawasan 

komprehensi ìf, khususnya dari ì perspektiìf yuriìdiìs sebagai ì iìnstrumen 

regulatori ìs dalam iìnteraksiì bermasyarakat. Fenomena iìniì diìperparah dengan 

tiìnggiìnya angka tiìndak kriìmiìnal yang diì latarbelakangiì konsumsiì miìnuman 

beralkohol. Data menunjukkan bahwa setiìap tahunnya tercatat seki ìtar 18 riìbu 

korban ji ìwa, bai ìk sebagaiì dampak konsumsi ì langsung maupun ti ìdak langsung 

                                                           
1
 ”Peneliìtiìan oleh Muladi ì, thn 2002.” Diì Akses melaluiì iìnternet tanggal 16 Bulan 

November 2024, pukul 10:14 WIìB.” 
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dariì miìnuman beralkohol.
2
 Berdasarkan Peraturan Presiìden Nomor 74 Tahun 

2013 tentang pengadi ìlan dan pengawasan mi ìnuman beralkohol, terkaiìt 

pengawasan dan regulasiì miìnuman beralkohol, entiìtas hukum yang terbuktiì 

melakukan tiìndak pelanggaran sesuai ì ketentuan dalam perangkat hukum 

tersebut memi ìliìkiì kewajiìban untuk memi ìkul iìmpliìkasiì berdasarkan tiìngkat 

pelanggaran yang di ìlaksanakan.  

Miìnuman keras merupakan i ìsti ìlah yang merujuk pada mi ìnuman 

beralkohol yang secara sengaja di ìproduksi ì dengan tujuan memberi ìkan efek 

memabukkan, menyebabkan pusi ìng, dan menurunkan ti ìngkat kesadaran 

pengonsumsi ìnya. Adapun miìnuman oplosan di ìdefiìniìsiìkan sebagai ì miìnuman 

keras yang mengandung tambahan zat-zat tertentu, seperti ì ethanol, yang 

tergolong sebagai ì bahan psi ìkoakti ìf.
3
 

Diìtiìnjau dari ì perspekti ìf IìabeIìiìsasi ì pangan, mi ìnuman beraIìkohoIì 

merupakan kategori ì produk yang memerIìukan pengawasan dan penanganan 

khusus daIìam proses di ìstriìbusiìnya. Substansi ì iìniì diìlatarbelakangi ì oleh 

kapasi ìtas mi ìnuman beralkohol dalam menghasi ìlkan konsekuensi ì destrukti ìf, 

yang mencakup di ìmensiì personal maupun sosi ìal dalam spektrum yang 

komprehensi ìf. Keberadaan mi ìnuman beralkohol seri ìngkali ì di ìasosi ìasi ìkan 

dengan ti ìndak kri ìmiìnal, mengi ìngat kandungan alkohol di ì dalamnya dapat 

memiìcu terjadi ìnya penyi ìmpangan peri ìlaku pada konsumennya. I ìndi ìviìdu yang 

                                                           
2
  ”Puadiì, Miìnuman Keras, Fakultas Hukum Uni ìversi ìtas Jambi ì. Jambi ì, 2008, Vol.1, hlm 

20.’’ 
3
 Maldonado Rodríguez, Velastequí, “Penegakan Hukum Piìdana Terhadap Pasal 204 

Kuhp Oleh Kepoli ìsiìan Pada Tiìndak Piìdana Penjualan Mi ìnuman Keras Oplosan (Studi ì,” 2019, 1–

23. 
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mengonsumsi ì miìnuman beralkohol berpotensi ì bertiìndak secara spontan tanpa 

adanya kontrol dari ì piìkiìran sadar, sehi ìngga meni ìngkatkan ri ìsiìko keterli ìbatan 

dalam akti ìvi ìtas melanggar hukum.
4
 

Diì Iìndonesi ìa, di ìstriìbusi ì miìnuman beralkohol non-resmi ì menunjukkan 

tren yang mempri ìhati ìnkan. Merujuk pada stati ìsti ìk Kementeri ìan Kesehatan 

tahun 2022, i ìnsi ìdensi ì penyalahgunaan alkohol dari ì produk non-legal 

berkontri ìbusiì lebiìh dariì 30% terhadap agregat kasus yang teri ìdenti ìfiìkasiì.
5
 

Prakti ìk i ìniì tiìdak hanya melanggar hukum, tetapi ì juga berpotensiì 

meniìmbulkan berbagai ì masalah sosi ìal, termasuk kecelakaan lalu li ìntas, 

kekerasan, dan gangguan kesehatan. Konteks i ìniì, hukum pi ìdana berperan 

penti ìng dalam memberi ìkan sanksi ì kepada pelaku untuk mencegah prakti ìk 

serupa di ì masa depan. 

Iìndonesi ìa, sebagai ì negara yang kaya akan keragaman budaya dan 

keyaki ìnan spi ìriìtual, memi ìliìkiì regulasi ì khusus terkai ìt diìstri ìbusi ì dan 

perniìagaan mi ìnuman beralkohol (mi ìnol). Meskiìpun demi ìkiìan, angka 

kriìmiìnali ìtas yang bersumber dari ì konsumsiì miìnol terbi ìlang sangat ti ìnggiì diì 

negara i ìniì. Pada saat yang sama, pemeri ìntah memi ìliìkiì kewaji ìban untuk 

menyedi ìakan jami ìnan perliìndungan terhadap kesehatan masyarakat serta 

perliìndungan hukum atas dampak negati ìf yang di ìtiìmbulkan oleh mi ìnol.
6
 

                                                           
4
 ’’Telly J. Garpenessy, 2007, Pengaruh Penyalahangunaan Alkohol Terhadap Tiìndak 

Piìdana Kekerasan, Tesiìs, Semarang, Uni ìversi ìtas Di ìponegoro, hal. 37.’’ 
5
 ”(Kementeri ìan Kesehatan RI ì, 2022).’’( Diì Akses melalui ì iìnternet tanggal 16 Bulan 

November 2024, pukul 10:24 WIìB) 
6
 ”Bako, Ronny Sautma Hotma, ed. Poliìtiìk hukum pengaturan miìnuman beralkohol diì 

I ìndonesiìa. Pusat Peneliìtiìan Badan Keahli ìan DPR, 2019. hlm 7.” 
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Perni ìagaan mi ìnol hasi ìl produksi ì tradi ìsiìonal secara langsung hanya 

diìperkenankan di ì lokasiì-lokasiì spesi ìfi ìk yang telah di ìtetapkan oleh otori ìtas 

Bupati ì, serta konsumsiìnya hanya boleh di ìlakukan di ì tempat-tempat penjualan 

langsung tersebut dan pada jam-jam tertentu yang telah di ìatur oleh Bupatiì 

atau pejabat yang berwenang. Penjualan langsung mi ìnol diìlarang 

meniìmbulkan kegaduhan dan mengganggu ketenangan li ìngkungan diì 

sekiìtarnya. Bupatiì menetapkan persyaratan-persyaratan tekni ìs yang wajiìb 

diìpenuhiì oleh suatu tempat agar dapat memperoleh iìziìn sebagaiì lokasiì 

penjualan langsung mi ìnol hasiìl pengolahan tradiìsiìonal. Pada acara-acara 

khusus yang bersiìfat i ìnsiìdental, konsumsiì miìnol diìiìziìnkan diì luar waktu dan 

tempat yang telah diìtetapkan, dengan syarat ti ìdak mengganggu ketertiìban 

umum.
7
 

Pemeriìntah teIìah mengi ìmpIìementasiìkan serangkai ìan iìnstrumen 

yuri ìdiìs untuk mereguIìasiì diìstriìbusiì miìnuman beraIìkohoIì, mencakup 

Peraturan Daerah dan Undang-Undang yang menetapkan prohi ìbiìsiì terhadap 

penjuaIìan tanpa Iìegiìtiìmasiì. Peraturan Presi ìden Nomor 74 Tahun 2013 

mengatur aspek pengadi ìIìan dan pengawasan miìnuman beraIìkohoIì. Meski ìpun 

demiìkiìan, i ìmpIìementasi ì aspek IìegaIì masiìh menghadapi ì probIìematiìka, 

khususnya di ì wiìIìayah dengan mi ìniìmnya supervi ìsiì. Berdasarkan hal tersebut, 

kajiìan iìniì akan mengekspIìorasi ì diìmensiì pertanggungjawaban pi ìdana yang 

dapat di ìiìmposiìsiìkan kepada peIìaku serta fungsiì i ìnstrumentaIìiìs hukum daIìam 

mengatasiì permasaIìahan tersebut. 

                                                           
7
 ”Wardaniì, Diìan Eka Kusuma, Hazmi ì Rusli ì, and Muhammad Taufi ìk Hiìdayat. "Anali ìsiìs 

Hukum Terhadap Larangan Miìnuman Beralkohol." Saweriìgadiìng Law Journal 1.2 (2022): 55-63.” 
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Mengacu pada ketentuan yang tercantum daIìam Buku IìIìIì Kiìtab 

Undang-Undang Hukum Piìdana (KUHP), kondiìsiì iìntoksiìkasiì diìkIìasiìfiìkasi ìkan 

sebagai ì tiìndakan peIìanggaran yang dapat diìkenakan konsekuensiì hukum 

berupa penahanan atau penaIìtiì fiìnansi ìaIì. Kondiìsiì mabuk yang di ìalamiì oleh 

seseorang tiìdak dapat diìjadiìkan alasan untuk memperi ìngan atau 

menghapuskan hukuman sebagai ìmana telah diìatur dalam pasal-pasal terkaiìt. 

Secara ekstensi ìf, subjek hukum yang berada dalam kondiìsiì iìntoksiìkasiì 

alkohol dapat di ìiìmposiìsiìkan dengan ketentuan-ketentuan yuri ìdiìs lai ìnnya 

dalam KUHP apabi ìla melakukan perbuatan kriìmiìnal saat berada dalam 

keadaan tersebut.
8
 

Sanksiì piìdana general (i ìus commune) mengandung ketentuan normatiìf 

yang di ìiìmplementasiìkan secara uni ìversal tanpa diìskriìmiìnasiì status personal 

subjek hukum tertentu. Setiìap elemen masyarakat memiìliìkiì obliìgasi ì untuk 

mematuhiì dan mengadopsiì regulasi ì piìdana uni ìversal tersebut.
9
 Hukum pi ìdana 

terkIìasiìfiìkasiì sebagaiì eIìemen yuri ìdiìs yang berdiìmensiì pubIìiìk karena 

mereguIìasiì i ìnteraksi ì antara enti ìtas sosiìaIì dan iìnstiìtusiì negara.
10

 

            Meskiìpun alkohol memiìliìkiì keterkaiìtan yang erat dengan masyarakat 

secara umum, keberadaannya dapat meniìmbulkan keresahan di ì liìngkungan 

sosiìal akiìbat dampak negatiìf yang di ìtiìmbulkannya. Efek yang diìhasiìlkan oleh 

alkohol tiìdak hanya sebatas memabukkan, tetapiì juga berpotensiì 

menyebabkan kemati ìan bagi ì iìndiìviìdu yang mengonsumsi ìnya secara 

                                                           
        

8
 ”Ruslan Saleh, Daya Memaksa dalam Hukum PI ìdana, Li ìberty, Bandung 1980” 

        
9
 “Ruba'i ì, Masruchi ìn. Buku Ajar Hukum Pi ìdana. Mediìa Nusa Creati ìve (MNC Publiìshi ìng), 

2021.” 

       
10

 “Sofyan, Andi ì Muhammad, MH SH, Hukum Piìdana Iìndonesiìa. Prenada Mediìa, 2023.” 
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berlebi ìhan. Lebi ìh lanjut, konsumsiì alkohol dapat memiìcu terjadi ìnya tiìndak 

kriìmiìnal seperti ì pembunuhan, pengani ìayaan, serta berbagai ì jeni ìs kejahatan 

laiìnnya.
11

  

Aktiìvi ìtas komersi ìali ìsasi ì miìnuman beralkohol non-otoriìtati ìf atau yang 

tiìdak memenuhi ì standardiìsasi ì kualiìtas terkategori ìsasi ì sebagai ì deliìk pi ìdana, 

mengi ìngat potensi ìnya dalam mengakselerasi ì iìntensiìtas kri ìmiìnali ìtas serta 

mengancam stabi ìliìtas keamanan, keterti ìban, dan harmoni ìsasi ì sosi ìal dalam 

liìngkup komuni ìtas setempat. Dampak negati ìf yang di ìtiìmbulkan dapat 

termaniìfestasi ì dalam berbagai ì bentuk kenakalan, ti ìndak pembunuhan, 

pemerkosaan, pengani ìayaan, serta maraknya fenomena premani ìsme di ì 

kalangan generasi ì muda. Oleh karena i ìtu, penjualan mi ìnuman keras tanpa 

periìziìnan yang sah atau yang kuali ìtasnya ti ìdak sesuaiì dengan standar yang 

berlaku dapat di ìkenai ì ancaman hukuman pi ìdana.
12

 Berdasarkan latar 

belakang di ì atas penuliìs membahas mengenai ì. Pertanggung Jawaban 

Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Minuman Keras Yang Tidak 

Mempunyai Izin Dalam Perspektif Hukum Pidana.  

 

B.  Rumusan Masalah   

1. Bagai ìmanakah pertanggung jawaban peIìaku penjuaIìan mi ìnuman keras 

yang ti ìdak mempunyai ì iìziìn ? 

                                                           
     

11
“Perdana, Agung Putra, Fi ìtriìatiì Fiìtriìati ì, and Syafri ìdatatiì Syafri ìdatatiì. Pertanggungjawaban 

Pembunuhan Yang Di ìlakukan Aki ìbat Pengaruh Mi ìnuman Keras (Studi ì Perkara: No. 334/Piìd. 

B/2007. PN. Pdg." E-Jurnal Uni ìversi ìtas Bung Hatta 5, no. 2 (2014).” 

      
12

 Marnan A. T. Mokori ìmban, “Proses Penegakan Penyalahgunaan Miìras Serta Ancaman 
Hukuman Bagiì Penjual Tanpa Iìjiìn,” Jurnal LPPM Bi ìdang EkoSosBudKum 4, no. 1 (2018): 111–28, 
fiìle:///C:/Users/Si ìnta/Downloads/24112-49272-1-SM (1).pdf. 
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2. Apakah aki ìbat hukum dari ì penjuaIìan mi ìnuman keras yang ti ìdak 

mendaftarkan i ìziìn penjuaIìan ? 

 

C.  Ruang Lingkup 

Kajiìan yuri ìdiìs akan berfokus pada evaluasi ì regulasiì siìstem pemi ìdanaan 

terkai ìt aktiìviìtas perdagangan mi ìnuman beralkohol iìlegal dalam tatanan 

hukum diì Republiìk Iìndonesiìa. Peneli ìtiìan i ìniì akan mencakup kaji ìan terhadap 

undang-undang yang relevan, studiì kasus, serta analiìsiìs terhadap praktiìk 

penegakan hukum diì lapangan. SeIìaiìn iìtu, peneIìiìtiìan iìniì juga akan 

mempertiìmbangkan dampak sosiìaIì dan kesehatan yang diìtiìmbulkan akiìbat 

penjualan miìnuman keras iìlegal, serta bagai ìmana masyarakat merespon 

terhadap i ìsu iìniì.  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan dan Manfaat PeneIìiìtiìan dari ì peneIìiìtiìan i ìniì sebagai ì beriìkut:  

       1.  Tujuan PeneIìiìtiìan 

a.  MenganaIìiìsiìs pertanggungjawaban pi ìdana yang di ìkenakan kepada 

peIìaku penjuaIìan miìnuman keras tanpa i ìziìn daIìam perspekti ìf hukum 

piìdana di ì Iìndonesi ìa. 

b. Mengetahui ì akiìbat dariì penjualan mi ìnuman keras yang ti ìdak 

mendaftarkan i ìziìn penjualan. 

             2.   Manfaat Peneliìtiìan 

            a.    Manfaat Teoriìtiìs: 
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  Memberi ìkan kontriìbusiì bagi ì pengembangan iìIìmu hukum piìdana, 

khususnya daIìam konteks pertanggungjawaban piìdana terkai ìt 

penjualan miìnuman keras tanpa iìziìn. Menambah referensiì iìlmiìah yang 

dapat diìgunakan oleh akademiìsi ì, mahasiìswa, dan peneliìtiì yang tertari ìk 

pada kaji ìan hukum piìdana dan regulasiì terkai ìt alkohol diì Iìndonesiìa.  

            b.   Manfaat Praktiìs: 

         Menyajiìkan substansiì iìnformati ìf bagi ì iìnstiìtusiì penegak hukum, 

mencakup aparat kepoIìiìsiìan, kejaksaan, dan kehaki ìman, guna 

memperdaIìam pemahaman terkai ìt probIìemati ìka serta potensi ì daIìam 

penegakan reguIìasiì terhadap di ìstriìbutor miìnuman beraIìkohoIì tiìdak 

beriìziìn. 

              Menghadi ìrkan formuIìasiì kebi ìjakan strategi ìs kepada pemeri ìntahan dan 

iìnstiìtusiì terkai ìt daIìam optiìmaIìiìsasiì reguIìasiì serta i ìmpIìementasi ì 

penegakan hukum demi ì terwujudnya tatanan sosiìaIì yang kondusi ìf. 

Menumbuhkan Iìiìterasiì pubIìiìk mengenai ì urgensiì ketaatan terhadap 

ketentuan diìstriìbusiì miìnuman beraIìkohoIì guna memi ìniìmaIìiìsiìr 

eksternaIìiìtas negati ìf daIìam diìnamiìka sosiìaIì. 

 

E. Kerangka Konseptual  

Peneliìtiìan iìniì berfokus pada pertanggungjawaban piìdana terhadap 

pelaku penjualan miìnuman keras tanpa iìziìn dalam perspektiìf hukum piìdana. 

Kerangka konseptual peneliìtiìan iìniì diìsusun berdasarkan konsep-konsep utama 

sebagai ì beriìkut: 

1. Pertanggung Jawaban Piìdana  



9 
 

 

  DaIìam konteks hukum piìdana, konsep pertanggungjawaban dapat 

diìanggap sebagai ì pertanggungjawaban piìdana. Pertanggungjawaban 

piìdana merujuk pada pengenaan sanksi ì hukum terhadap peIìaku atas 

perbuatan yang meIìanggar Iìarangan atau mengaki ìbatkan tiìmbuIìnya 

keadaan yang di ìIìarang oIìeh hukum;
13

 

2.  Pelaku  

Pelaku tiìndak piìdana adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar 

hukum dan diìpiìdana; 

3. Miìnuman Keras  

Miìnuman beralkohol mengacu pada kategoriì produk yang mengandung                                          

senyawa etanol sebagaiì zat adiìtiìf aktiìf. Etanol merupakan komponen 

psiìkoaktiìf domiìnan yang kerap diìkonsumsiì dengan efek utama pada siìstem 

saraf pusat. Asupan etanol dapat mengiìnduksiì modiìfiìkasiì periìlaku, kondiìsiì 

psiìkologiìs, kapabiìliìtas kogniìtiìf, iìnterpretasiì iìndrawiì, serta tiìngkat 

kewaspadaan iìndiìviìdu. Terlebiìh, paparan berkelanjutan terhadap etanol     

berpotensi ì memiìcu siìndrom dependensiì pada subjek pengkonsumsiì;
14

 

4. Perspektiìf Hukum Piìdana  

Perspektiìf hukum piìdana dalam hal iìniì menekankan bahwa penjualan 

miìnuman keras tanpa i ìziìn merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang 

telah diìbuat untuk meliìndungiì masyarakat. Tiìndakan tersebut harus 

                                                           
13

 “Fadli ìan, Aryo. "Pertanggungjawaban Pi ìdana Dalam Suatu Kerangka Teoriìtiìs." Jurnal 

Hukum Posiìtum 5.2 (2020): 10-19.” 
14

 ”Miìradj, 2020 Dampak Mi ìnuman Keras Terhadap Periìlaku Generasiì Muda (Gamsungi ì 

Kecamatan I ìbu Selatan Kabupaten Halmahera Barat).” 
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diìrespons dengan penegakan hukum yang tegas guna menjaga ketertiìban 

dan keamanan publiìk. 

 

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Beberapa peneli ìtiìan sebelumnya memberi ìkan dasar yang relevan untuk 

memahamiì permasalahan iìniì, membahas tentang pertanggungjawaban piìdana 

dan penjualan mi ìnuman keras tanpa iìziìn akan diìulas untuk memberiìkan 

landasan i ìlmiìah yang kuat.  

Tabel 1. Hasil Penelitian Sebelumnya. 

No. Nama Peneli ìtiìan Judul & Tahun Hasiìl Peneliìtiìan 

1.  Budiì Santoso Efektiìviìtas Penegakan 

Hukum dalam 

Pengaturan Peredaran 

Miìnuman Keras di ì 

Iìndonesiìa. (2018) 

Santoso menyoroti ì berbagai ì 

tantangan yang diìhadapiì aparat 

penegak hukum, sepertiì 

kurangnya sumber daya dan 

lemahnya koordi ìnasiì antar 

iìnstansiì. Studiì iìniì juga 

menunjukkan bahwa meskiìpun 

peraturan sudah cukup ketat, 

iìmplementasiì hukuman seri ìng 

kaliì tiìdak memberi ìkan efek jera 

yang di ìharapkan. Temuan i ìniì 

akan diìgunakan untuk 

menganali ìsiìs sejauh mana siìstem 
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hukum piìdana mampu mencegah 

pelanggaran terkai ìt penjualan 

miìnuman keras.
15

 

2.  Hendra Parosariì 

Ariìtonang 

Analiìsiìs Hukum Piìdana 

Terhadap Pelaku yang  

Mengedarkan Olahan 

Miìnuman Arak Tanpa 

Iìziìn Edar (Studiì 

Putusan No. 96/Piìd. 

Sus/2020/PN. Mtk) 

(2020) 

Studiì iìniì diìlakukan dengan 

merujuk pada norma hukum 

yang terkandung dalam 

peraturan perundang-undangan, 

putusan pengadi ìlan, serta 

norma-norma yang hiìdup dan 

berkembang di ì masyarakat, 

Spesiìfiìk terkaiìt Putusan Nomor 

96/Piìd.Sus/2020/PN Mtk, riìset 

iìniì diìmaksudkan untuk 

mengevaluasi ì 

pertanggungjawaban kriìmiìnal 

diìstriìbutor miìnuman arak iìlegal 

berdasarkan voni ìs tersebut, serta 

mengeksplorasi ì fondasiì 

argumentati ìf majeliìs hakiìm 

dalam penetapan sanksi ì terhadap 

terdakwa. Peneliìtiì selanjutnya 

                                                           
 

15
 ”Budiì Santoso dalam arti ìkelnya “Efekti ìvi ìtas Penegakan Hukum dalam Pengaturan 

Peredaran Mi ìnuman Keras di ì I ìndonesi ìa” (2018) 
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mengorgani ìsasiìkan temuan 

iìnvestiìgasi ì secara terstruktur 

untuk mengklariìfi ìkasiì 

problematiìka yang 

diìiìdentiìfiìkasiì.
16

 

3.  Erda Aldo 

Amiìarso 

Pertiìmbangan Di ìskresi ì 

Kepoli ìsiìan Dalam 

Penanganan Kasus 

Tiìndak Pi ìdana 

Miìnuman 

Keras Diì Yogyakarta  

(2021) 

Mekaniìsme di ìskresiì yang 

diìterapkan oleh pi ìhak kepoliìsiìan 

dalam menangani ì kasus 

peredaran miìnuman keras 

mempertiìmbangkan berbagai ì 

siìtuasiì dan kondiìsiì yang 

diìhadapiì. Beberapa langkah 

yang dapat di ìambiìl oleh petugas 

antara lai ìn menghentiìkan 

iìndiìviìdu yang diìcuri ìgai ì sebagaiì 

pengguna atau pengedar 

miìnuman keras, melakukan 

iìnterogasiì diì lokasiì dan 

menggeledah barang bawaan, 

serta meni ìndak langsung apabi ìla 

diìtemukan barang buktiì. Petugas 

                                                           
16

 ”Anali ìsi ìs Hukum Piìdana Terhadap Pelaku Yang Mengedarkan  Olahan Mi ìnuman  Arak 

Tanpa Iìziìn Edar (Studi ì Putusan No. 96/Piìd. Sus/2020/PN. Mtk)Hendra Parosariì Ari ìtonang.” 
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berwenang dapat mengi ìniìsiìasiì 

iìnvestiìgasi ì lokasiì diìstriìbusiì 

miìnuman beralkohol dengan 

mengeksekusi ì berbagai ì prosedur 

termasuk meliìbatkan tersangka 

sebagai ì iìnforman, mengadakan 

operasi ì pengamanan terhadap 

tiìtiìk transaksi ì, serta 

memveriìfi ìkasiì legaliìtas 

periìziìnan. Ti ìndakan preventi ìf 

laiìn yang dapat 

diìiìmplementasiìkan meliìputiì 

pemberi ìan notiìfiìkasiì tertuliìs 

kepada pedagang melaluiì 

penandatanganan dokumen 

komiìtmen untuk tiìdak 

melakukan pelanggaran serupa 

diì masa mendatang.
17

 

 

Kesimpulan  

Pada peneli ìtiìan iìn terdapat novelty di ìbandiìngkan dengan peneli ìtiìan terdahulu 

iìalah: Peneli ìtiìan Budiì Santoso yang berjuduIì, “Efektiìviìtas Penegakan Hukum 

                                                           
17

 ”pertiìmbangan Di ìskresi ì Kepoliìsi ìan Dalam Penanganan Kasus Ti ìndak Piìdana Mi ìnuman 

Keras Di ì YogyakartaErda Aldo Ami ìarsoIìndonesi ìan Journal of Cri ìmi ìnal Law and Cri ìmi ìnology 

(I ìJCLC) 2 (1), 54-65, 2021.” 
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dalam Pengaturan Peredaran Mi ìnuman Keras diì Iìndonesiìa.”  Membahas 

mengenai ì efektiìviìtas dan penerapan pada masyarakat menggunakan metode 

empiìriìs sedangkan pada peneliìtiìan berpokus pada tiìnjuan yuri ìdiìs normatiìf. 

Hendra Parosari ì Ari ìtonang yang berjudul “Analiìsiìs HukumPiìdan Terhadap 

Pelaku yang Mengedarkan Olahan Mi ìnuman Arak Tanpa Iìziìn Edar.” 

Kemudiìan pada peneli ìtiìan hendra membahas tentang olahan miìnuman arak 

berbeda pada objek kajiìan pada peneliìti ìan iìniì. 

Erda Aldo Ami ìarso mengeksplorasi ì kajiìan mengenai ì "Pertiìmbangan Di ìskresiì 

Kepoliìsiìan Dalam Penanganan Kasus Tiìndak Piìdana Mi ìnuman Keras Diì 

Yogyakarta." Sementara dalam peneli ìtiìannya, Erda Aldo Ami ìarso 

memfokuskan anali ìsiìs pada aspek pertiìmbangan diìskresiì iìnstiìtusiìonal. 

Oleh karena iìtu penuliìs membuat peneliìtiìan yang berdasrkan pada 

“pertanggung jawaban pi ìdana terhadap pelaku penjualan miìnuman keras yang 

tiìdak mempunyai ì iìziìn dalam perspekti ìf hukum piìdana”. 

 

G. Metode Penelitian 

PeneIìiìtiìan i ìniì menggunakan metode peneIìiìtiìan yuri ìdi ìs normati ìf 

dengan pendekatan studi ì kepustakan, studi ì apreach, yang peneli ìtiìan i ìniì 

berpokus pada perundang-undangan. Metode i ìniì diìpiìliìh untuk memahamiì 

secara mendalam aspek hukum terkai ìt pertanggungjawaban pi ìdana pelaku 

penjualan mi ìnuman keras tanpa i ìziìn. 

1. Jeniìs Peneliìtiìan 
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Jeniìs peneli ìtiìan dalam tuliìsan skriìpsiì iìniì adalah yuri ìdi ìs normatiìf. 

PeneIìiìtiìan i ìniì berfokus pada norma, aturan, atau standar yang dapat dalam 

hukum. 

2. Sumber Data 

Data Sekunder : 

Li ìteratur hukum, jurnal iìlmiìah, buku-buku referensi ì tentang hukum 

piìdana, serta hasiìl peneliìtiìan sebelumnya yang relevan. Data sekunder i ìniì 

diìgunakan untuk mendukung analiìsiìs dan memberiìkan perspekti ìf teoretiìs 

yang mendalam. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data daIìam penuIìiìsan iìniì, penuIìiìs menerapkan 

metode peneIìiìtiìan kepustakaan (Iìiìbrary research), yang meli ìbatkan studiì 

mendalam terhadap berbagai ì sumber liìteratur guna memperoleh data 

sekunder yang relevan. Sumber-sumber yang diìjadiìkan acuan dalam 

proses i ìniì mencakup peraturan perundang-undangan, buku, majaIìah, 

artiìkeIì surat kabar, Iìaman si ìtus i ìnternet, serta referensi ì laiìnnya yang 

memiìliìki ì keterkai ìtan erat dengan topiìk peneli ìtiìan yang di ìbahas. 

4. Analiìsiìs Data 

Mengacu pada formulasi ì dan eksplorasi ì problemati ìka, metodologi ì 

pengolahan data mengi ìmplementasi ìkan pendekatan kuali ìtatiìf yang 

menekankan studi ì observasi ìonal mendalam. Pengambi ìlan si ìmpulan 

diìlakukan melalui ì mekani ìsme penalaran i ìnduktiìf, suatu proses kogni ìtiìf 

yang bergerak dari ì premi ìs parti ìkular menuju i ìnferensi ì general. 
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H. Sistematika Penelitian 

       Siìstematiìka penuIìiìsan iìniì terdiìriì dariì empat bab yai ìtu: 

BAB Iì  PENDAHULUAN  

  Bab ini mengupas latar belakang, rumusan 

masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka konseptual, tinjaun riview 

studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

         BAB IìI ì         TIìNJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas tinjuan pustaka terkait penelitian 

sebelumnya tentang. Pertanggung Jawaban Pi ìdana, Pelaku, 

Miìnuman Keras, Perspekti ìf Hukum Piìdana. 

BAB IìI ìIì PEMBAHASAN 

Dalam bagian ini, akan diuraikan tentang, Bagai ìmanakah 

pertanggung jawaban peIìaku penjuaIìan miìnuman keras 

yang ti ìdak mempunyai ì iìziìn dan Apakah aki ìbat hukum dari ì 

penjuaIìan mi ìnuman keras yang ti ìdak mendaftarkan i ìziìn 

penjuaIìan. 

BAB  IìV PENUTUP  

Pada bab i ìniì beri ìsiìkan kesi ìmpumlan dan saran.  
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